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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2024 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

BUPATI CILACAP, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

BUPATI CILACAP 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR 2 8TAHUN 2024 

TENTANG 

Mengingat 

Menimbang 
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Rp140.070.528.423,09 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Rp164.663.674.098,54 

Rp185.663.674.098,54 
Rp21.000.000.000,00 

Rp24.593.145.675,45 Defisit 
3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp3.501.105.821.328,00 

Rp2.443.369.777.401,00 
Rp468.852.514.719,00 

Rp279.100.208,00 
Rp588.604.429.000,00 

Rp3.4 76.512.675.652,55 

Rp768.640.705.768,55 
Rp2.684.312.641.684,00 

Rp23.559.328.200,00 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Jumlah Pendapatan 
2. Belanja: 

a. Belanja Operasi 
b. Belanja Modal 
c. Belanja Tidak terduga 
d. Belanja Transfer 

Jumlah Belan j a 

Pasal 2 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2023. 

Menetapkan 

Pasal 1 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun 2024 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 7 Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 7 ); 

MEMUTUSKAN: 
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SERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 2 8 

I CILACAP, 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal 1 4 AUG 2024 

Ditetapkan di Cilacap 
~ra:::tangga114 AUG 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Cilacap. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Ketentuan mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi 
Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 


